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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah modal dasar untuk menciptakan SDM yang unggul. 

Pendidikan merupakan aspek yang tidak bisa terlepas dari semua sendi kehidupan 

manusia, baik pendidikan dalam arti makro maupun pendidikan dalam arti mikro, 

karena setiap individu manusia mengalami proses pendidikan. Fenomena tersebut 

memberikan indikasi bahwa pendidikan memegang peranan dalam menyediakan 

sumberdaya manusia yang berkualitas, bahkan sangat menentukan berhasil 

tidaknya pembangunan.  

Pendidikan merupakan faktor utama dalam pembentukan pribadi manusia. 

Sistem pendidikan yang baik maka akan muncullah generasi penerus bangsa yang  

berkualitas baik, serta mampu menyesuaikan diri untuk hidup bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara. 

Pendidikan pada hakikatnya adalah suatu proses pematangan kualitas hidup 

yang mana diharapkan manusia dapat memahami apa arti hidup, untuk apa dan 

bagaimana menjalankan tugas hidup dan kehidupan secara benar. Secara umum, 

pendidikan dapat dibagi dalam dua pengertian, yaitu secara luas (tidak terbatas) 

dan secara sempit (terbatas). Pendidikan secara luas adalah hidup.1 Pendidikan 

adalah segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan 

sepanjang hidup. Pendidikan adalah segala situasi hidup yang memengaruhi 

                                                             
1 Didin Kurniadin dan Iman Machali, Manajemen Pendidikan: Konsep & Prinsip Pengelolaan 

Pendidikan, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), Hal. 112 
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pertumbuhan individu.2 Sedangkan pendidikan dalam arti sempit adalah 

persekolahan. Artinya, sekolah memberikan pengaruh kepada anak agar 

mempunyai kemampuan yang sempurna dan kesadaran terhadap hubungan-

hubungan dan tugas sosial. Dalam Undang undang Sistem Pendidikan Nasional 

Nomor 20 Tahun 2003 pasal 1 menjelaskan bahwa: 

 “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarkat, bangsa dan 

negara”3 

 

Menurut E. Mulyasa, Pendidikan yang bermutu merupakan syarat untuk 

mewujudkan kehidupan bangsa yang maju, modern, dan sejahtera. Sebagaimana 

diketahui bahwa banyak negara yang tidak memiliki sumber daya alam yang 

melimpah namun dapat mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya.4 

Hal tersebut dapat terjadi karena pendidikan yang dimiliki berkualitas dan 

bermutu, sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan dapat 

dihandalkan.  

Sekolah sebagai lembaga formal pendidikan memegang peranan penting 

dalam meningkatkan kualitas pendidikan melalui pembelajaran untuk menunjang 

kelancaran jalannya pembangunan di Indonesia secara keseluruhan. Sekolah 

merupakan suatu lembaga pendidikan yang memindahkan keterampilan, 

                                                             
2 Redja Mudyahardjo, Pengantar Pendidikan: Sebuah Studi Awal Tentang Dasar-dasar 

pendidikan pada Umumnya dan Pendidikan di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2002),hlm. 3 

3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional & Undang-

undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, (Jakarta: Visimedia, 2007), hlm. 2 

4 E. Mulyasa, Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan kemandirian Guru 

dan Sekolah, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm 4-6 
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pengetahuan, dan teknologi kepada anak didik. Sekolah harus dapat dikelola dan 

diberdayakan agar mampu mewujudkan predikat sebagai sekolah yang berkualitas 

yang mampu memproses peserta didik yang pada akhirnya akan menghasilkan 

output (outcome) yang berkualitas secara optimal. Cara untuk mewujudkan 

sekolah yang berkualitas maka salah satunya diperlukan peningkatan mutu di 

sekolah yang mana dapat dipengaruhi dari sarana dan prasarana yang ada di 

sekolah.  

Sarana prasarana merupakan bagian penting dalam sebuah pendidikan. Sarana 

pendidikan adalah semua fasilitas (peralatan,  perlengkapan, bahan dan perabotan) 

yang secara langsung digunakan dalam proses belajar mengajar agar tujuan dari 

pendidikan tersebut dapat berjalan lancar dan dapat mencapai tujuannya. 

Sedangkan prasarana pendidikan adalah fasilitas yang menunjang proses dari 

pendidikan dan pengajaran. Secara otimologis (arti kata) sarana adalah alat 

langsung untuk mencapai tujuan pendidikan, seperti meja, kursi, buku dan 

sebagainya. Sedangkan secara otimologis prasarana adalah alat tidak langsung 

untuk mencapai tujuan pendidikan, seperti bangunan sekolah, lapangan olaraga, 

dan lain sebagainya. 

Pemerintah telah menyusun standar sarana dan prasarana pendidikan yang 

tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 

Pasal 42 yang berbunyi: 

 “Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, 

peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, 

bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk 

menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Setiap 

satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang 

kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata 

usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang 

unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, 
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tempat beribadah, tempat bermain, tempat berekreasi, dan ruang/tempat 

lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur 

dan berkelanjutan.”5  

 

Sebagai lembaga pendidikan, sekolah memerlukan dukungan sarana dan 

prasarana pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan merupakan material 

pendidikan yang sangat penting. Banyak sekolah memiliki sarana dan prasarana 

pendidikan yang lengkap sehingga sangat menunjang proses pendidikan di 

sekolah. Baik guru maupun siswa, merasa terbantu dengan adanya fasilitas 

tersebut. Tingkat kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan tidak 

dapat dipertahankan secara terus menerus, dan bantuan sarana dan prasarana 

pendidikan pun tidak datang setiap saat. Oleh karena itu dibutuhkan upaya 

pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan secara baik agar kualitas dan 

kuantitas sarana dan prasarana dapat dipertahankan dalam waktu yang relatif lebih 

lama. 

Sarana dan prasarana yang ada di sekolah harus dikelola dengan baik. Kata 

manajemen berasal dari kata kerja “manage”. Kata ini, menurut kamus The 

Random House Dictionary of the English Language, College Edition, berasal dari 

bahasa Italia “manegg (iare)” yang bersumber pada perkataan Latin “manus” yang 

berarti “tangan”. Secara harfiah manegg (iare) berarti “menangani atau melatih 

kuda”, sementara secara maknawiah berarti “memimpin, membimbing, atau 

mengatur”.6 

                                                             
5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan, Pasal 42, ayat 1-2, hlm. 85 

6 H.M. Daryanto, Administrasi dan Manajemen Sekolah, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 

2013), hlm. 39 
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Menurut Hasibuan dalam H. M. Daryanto dalam bukunya Administrasi dan 

Manajemen Sekolah, menyebutkan bahwa manajemen adalah ilmu dan seni 

mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya yang lain 

secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu.7 Jadi manajemen sarana 

prasarana pendidikan adalah suatu proses pendayagunaan dan pengadaan sarana 

prasarana secara langsung maupun tidak langsung untuk mencapai tujuan 

pendidikan secara efektif dan efisien.  

Keberadaan sarana dan prasarana di sekolah perlu dikelola dengan baik untuk 

membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Banyak sekolah 

yang memiliki sarana dan prasarana pendidikan yang lengkap sehingga sangat 

menunjang proses pendidikan di sekolah, namun kondisi ini tidak berlangsung 

lama. Tingkat kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana tidak dapat 

dipertahankan secara terus menerus. Sementara itu, bantuan sarana dan prasarana 

pun tidak datang setiap saat, dan pada akhirnya semuanya menjadi kendala dalam 

peningkatan mutu pembelajaran, juga berdampak pada pemborosan anggaran di 

sekolah. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya pengelolaan sarana dan prasarana 

secara baik agar kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana dapat dipertahankan 

dalam waktu yang relatif lama. Manajemen sarana dan prasarana yang baik 

diharapkan dapat menjadi solusi bagi upaya pengelolaan sarana dan prasarana di 

sekolah. 

Manajemen sarana dan prasarana pendidikan dapat didefinisikan sebagai 

proses kerja dan pendayagunaan semua sarana dan prasarana pendidikan secara 

efektif dan efisien. Manajemen sarana dan prasarana pendidikan betugas mengatur 

                                                             
7 Ibid., hlm 40 
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serta menjaga sarana dan prasarana pendidikan agar dapat memberikan kontribusi 

pada proses pendidikan secara optimal dan berarti.8 Proses-proses yang dilakukan 

dalam upaya pengadaan dan pendayagunaan, meliputi perencanaan, pengadaan, 

pengaturan, penggunaan, dan penghapusaan. Kelima proses tersebut dapat 

dipadukan sehingga membentuk suatu siklus manajemen sarana dan prasarana 

pendidikan.9 

Perencanaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan langkah awal dalam 

manage sarana dan prasarana pendidikan yang mana sebelumnya sudah 

mengetahui langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan. Setelah melakukan 

perencanaan selanjutnya melakukan pengadaan. Pengadaan merupakan kegiatan 

menyediakan semua keperluan barang, benda dan jasa bagi keperluan 

pelaksanaaan tugas. Pemeliharaan adalah kegiatan rutin untuk mengusahakan agar 

barang tetap dalam keadaan baik dan berfungsi baik. Dilakukan pemeliharaan agar 

sarana prasarana yang ada di madrasah senantiasa siap pakai dalam kegiatan 

belajar mengajar. Pengendalian bukan hanya suatu pengaturan yang kaku dan 

akan sangat membatasi ruang gerak masing-masing fungsi pengelolaan, tetapi 

agar koordinasi seluruh fungsi pengelolaan atau administrasi, sehingga 

pemborosan tenaga, waktu dan biaya dapat dihindari. Dan terakhir itu adalah 

penghapusan sarana prasarana. Penghapusan sarana prasarana pendidikan adalah 

proses kegiatan yang bertujuan untuk mengeluarkan atau menghilangkan sarana 

                                                             
8 Mujamil Qomar, Manajemen Pendidikan Islam: Strategi Baru Pengelolaan Lembaga 

Pendidikan Islam, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007), hlm. 170-171. 

9 Barnawi & M. Arifin, Manajemen Sarana dan Prasarana Sekolah.(Jogjakarta: Ar-Ruzz 

Media, 2012 )hlm 48. 
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prasarana pendidikan dari daftar inventaris lembaga berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.  

Proses belajar mengajar merupakan kegiatan yang Proses belajar mengajar 

merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik dengan 

memanfaatkan fasilitas (sarana prasarana) yang tersedia di sekolah/ madrasah. 

Proses belajar mengajar di madrasah akan berjalan dengan lancar jika ditunjang 

dengan sarana prasarana yang memadai, baik jumlah, keadaan, maupun 

kelengkapan. Setiap guru dalam melakukan proses pembelajaran memerlukan 

sarana prasarana yang berbeda dalam menunjang kinerjanya agar proses belajar 

mengajar dapat berlangsung dan menarik. Dengan adanya sarana prasarana yang 

lengkap dan memadai, maka guru tidak akan menyampaikan materi pelajaran 

secara lisan melainkan juga dengan menggunakan sarana prasarana yang tersedia 

di sekolah/ madrasah. 

Sarana prasarana lengkap yang disediakan di sekolah dan cara memanajemen 

yang baik mempunyai pengaruh besar terhadap program pembelajaran (belajar-

mengajar). Persediaan yang kurang dan tidak memadai akan menghambat proses 

pembelajaran yang ada di madrasah. Demikian pula dengan administrasinya yang 

jelek akan mengurangi kegunaan alat-alat dan perlengkapan, sekalipun 

perlengkapan pengajaran itu keadaanya layak dan istimewa. Penyediaan sarana 

prasarana pendidikan di sekolah harus disesuaikan dengan kebutuhan peserta 

didik serta kegunaan hasilnya di masa yang mendatang. 

Sarana prasarana pendidikan secara tidak langsung melalui mutu 

pembelajaran berpengaruh terhadap kepuasan siswa. Artinya, secara tidak 

langsung sarana prasarana pendidikan dapat meningkatkan kepuasan peserta didik 
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sehingga meningkatkan prestasi belajarnya baik bidang akademik maupun non 

akademik. Untuk menghasilkan prestasi peserta didik, dibutuhkan fasilitas sekolah 

yang bermutu yang berkaitan dengan tempat dimana siswa melaksanakaan proses 

belajar mengajar. Bentuk pengelolaan sarana dan prasarana yang optimal 

dilakukan dengan melakukan perekrutan tenaga pengelola yang bersertifikat, serta 

memahami manajemen sarana dan prasarana yang diikuti dengan adanya 

inventarisasi terhadap sarana dan prasarana yang ada serta kegunaan dari sarana 

dan prasarana. Inventarisasi juga dilengkapi dengan buku daftar pengguna sarana 

dan prasarana, sehingga semua sarana dan prasarana yang  ada dapat terkontrol 

kondisi dan keberadaannya. Adanya beberapa sarana dan prasarana yang 

sekiranya sudah tidak digunakan maka sebaiknya dihapuskan. 

Suatu lembaga pendidikan tingkat menengah atas di kota Pekanbaru yaitu di 

MAN 1 Pekanbaru merupakan sekolah yang memiliki sarana dan prasarana yang 

cukup memadai bagi peserta didik untuk melakukan proses belajar mengajar yang 

baik, namun permasalahannya adalah pengadaan dan pemeliharaan sarana 

prasarana belum optimal dan sesuai standar yang ditentukan oleh pemerintah, 

pada pengadaan MAN 1 Pekanbaru hanya berpedoman pada pengadaan 

sebelumnya tanpa mengklasifikasi, menganalisis, dan menyusun kembali 

kebutuhan apa saja yang diperlukan untuk proses belajar dan pembelajaran 

kedepannya, mereka hanya berpedoman pada pengadaan yang sudah lama, 

sehingga ketika barang-barang yang baru yang diperlukan untuk proses belajar 

mengajar tidak ada. Kemudian dalam pemeliharaan sarana prasarana MAN 1 

Pekanbaru masih banyaknya sarana dan prasarana yang telah ada tetapi tidak 

dipelihara dan dirawat, karena kurangnya perhatian dan pengawasan yang 
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dilakukan oleh pejabat yang berwenang dibagian sarana dan prasarana, 

Pemeliharaan yaitu kegiatan terus-menerus untuk mengusahakan agar 

barang/bahan tetap dalam keadaan baik atau siap untuk dipakai, tujuan 

pemeliharaan sarana dan prasarana ini antara lain : Agar barang tidak mudah 

rusak karena hama atau suhu/cuaca, agar barang tidak mudah hilang, agar barang 

tidak kadaluarsa, agar barang tidak mudah susut, agar sarana dan prasarana selalu 

dalam keadaan bersih. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti bermaksud melaksanakan 

penelitian tentang peningkatan mutu pendidikan dalam hal ditinjau dari 

manajemen sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Maka peneliti memberi 

judul untuk penelitian ini yaitu “ Implementasi Manajemen Sarana dan Prasarana 

Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di MAN 1 Pekanbaru”. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latarbelakang di atas, maka dapat diidentifikasikan beberapa 

permasalahan, sebagai berikut: 

1. Sarana dan prasarana pendidikan adalah fasilitas yang menunjang 

proses dari pendidikan dan pengajaran 

2. Kurang maksimalnya dalam pengelolaan sarana dan prasarana  

3. Belum terpenuhinya mutu sarana dan prasarana pendidikan di 

sekolah. 

4. Banyak sekolah yang memiliki sarana dan prasarana pendidikan yang 

lengkap sehingga sangat menunjang proses pendidikan di sekolah, 

namun kondisi ini tidak berlangsung lama. 
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5. Manajemen sarana dan prasarana yang baik diharapkan dapat menjadi 

solusi bagi upaya pengelolaan sarana dan prasarana di sekolah. 

6. kurangnya perhatian dan pengawasan yang dilakukan oleh pejabat 

yang berwenang dibagian sarana dan prasarana,  

C. Batasan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah lebih ditekankan kepada 

implementasi manajemen sarana dan prasarana sekolah terhadap peningkaatan 

mutu pendidikan, yang merupakan salah satu kunci keberhasilan proses 

pelaksanaan atau peningkatan mutu pendidikan yang ada di MAN 1 Pekanbaru. 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah maka pembatasan 

masalahnya pada implementasi manajemen sarana dan sarana yang ada di Sekolah 

di MAN 1 Pekanbaru, pengelolaan sarana dan prasarana di MAN 1 Pekanbaru  

dan pengaruh manajemen sarana dan prasarana dalam meningkatkan mutu 

pendidikan di MAN 1 Pekanbaru.  

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi  masalah, maka dapat dirumuskan 

masalah dalam penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana implementasi manajemen sarana dan prasarana di MAN 1 

Pekanbaru? 

2. Bagaimana manajemen sarana dan prasarana di MAN 1 Pekanbaru 

dalam meningkatkan mutu pendidikan? 
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E. Tujuan dan Manfaat Penulisan 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah maka tujuan penelitian 

ini adalah: 

1.1 Untuk mendiskripsikan implementasi manajemen sarana dan 

prasarana di MAN 1 Pekanbaru  

1.2 Untuk mengetahui manajemen sarana dan prasarana di MAN 1 

Pekanbaru dalam meningkatkan mutu pendidikan. 

2. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dengan adanya penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

2.1 Manfaat Teoritis  

a. Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu manajemen 

pendidikan islam bagi penyusun khususnya dan dunia 

pendidikan islam pada umumnya. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah khasanah 

keilmuan dan pengetahuan dalam dunia pendidikan pada 

umumnya, khususnya mengenai perencanaan dalam sarana dan 

prasarana belajar. 

2.2 Manfaat Praktis  

a. Bagi Kepala MAN 1 Pekanbaru, hasil penelitian ini bermanfaat 

memberikan informasi kepada MAN 1 Pekanbaru dan pihak-

pihak terkait sebagai acuan untuk perbaikan perencanaan sarana 

dan prasarana guna menunjang proses pembelajaran. 
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b. Bagi guru, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan 

dalam mengelola dan memanfaatkan sarana prasana yang telah 

ada. 

c. Bagi Orang Tua, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai 

tambahan informasi bagi terkait dengan pengelolaan sarana dan 

prasarana MAN 1 Pekanbaru. 

d. Bagi peneliti selanjutnya, dapat dimanfaatkan untuk menambah 

wawasan mengenai materi dan metode dalam pengelolaan sarana 

dan prasarana dalam belajar, sehingga menjadi sumbangan 

pemikiran bagi peningkatan kualitas dan kuantitas manajemen 

sarana dan prasarana di MAN 1 Pekanbaru. 

F. Sistematika Penulisan 

BAB I: PENDAHULUAN 

Dalam bab ini diuraikan tentang permasalahan secara umum yang 

meliputi: latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II: TELAAH PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN  

Dalam bab ini memaparkan teori-teori yang diperoleh melalui studi 

pustaka dari berbagai literatur, yang berkaitan dengan masalah penelitian yang 

telah diterapkan untuk selanjutnya digunakan dalam landasan pembahasan dan 

pemecahan masalah, serta berisi penelitian terdahulu. 
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BAB III:  METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang definisi operasional yang terdapat dalam penelitian, 

jenis dan sumber data yang digunakan, metode pengumpulan data, populasi dan 

sampel, serta metode analisis yang digunakan dalam penelitian. 

BAB IV: GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

Bab ini menggambarkan tentang objek penelitian seperti sejarah singkat, 

struktur organisasi dan aktifitas umum dari objek penelitian tersebut. 

BAB V:  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Bab ini berisi tentang deskripsi objek penelitian serta menguraikan 

pembahasan mengenai implementasi manajemen sarana dan prasarana dalam 

meningkatkan mutu penidikan di MAN 1 Pekanbaru. Pembahasan masalah ini 

dilakukan atas analisis data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan 

menggunakan analisis yang telah ditetapkan. 

BAB VI: KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini adalah bab terakhir dan sekaligus menjadi penutup dari tesis ini. 

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang bersifat 

membantu penelitian mengenai Implementasi Manajemen Sarana dan Prasarana 

dalam meningkatkan mutu pendidikan di MAN 1 Pekanbaru. 
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BAB II 

KAJIAN TEORITIS 

A. Landasan Teori 

1. Manajemen Sarana dan Prasarana  

1) Sarana dan Prasarana 

a. Pengertian Sarana dan Prasarana 

Sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung 

dipergunakan dalam proses belajar mengajar, seperti gedung, ruang kelas, meja, 

kursi, serta media pengajaran. Adapun prasarana pendidikan adalah fasilitas yang 

secara tidak langsung menunjang jalannya proses pengajaran, seperti halaman, 

kebun, taman seko lah, dan jalan menuju sekolah.10 Jika prasarana ini 

dimanfaatkan secara langsung untuk proses belajarmengajar seperti taman sekolah 

untuk mengajarkan biologi atau halaman sekolah menjadi lapangan olahraga, 

maka komponen tersebut berubah posisi menjadi sarana pendidikan. Ketika 

prasarana difungsikan sebagai sarana, berarti prasarana tersebut menjadi 

komponen dasar. Akan tetapi, jika prasarana berdiri sendiri atau terpisah, berarti 

posisinya menjadi penunjang terhadap sarana. 

Manajemen sarana dan prasarana adalah kegiatan yang mengatur untuk 

mempersiapkan segala peralatan/material bagi terselenggaranya proses pendidikan 

di sekolah. Manajemen sarana dan prasarana dibutuhkan untuk membantu 

kelancaran proses belajar mengajar.11 Manajemen sarana dan prasarana dapat 

                                                             
10 Qomar, Mujamil. Manajemen Pendidikan Islam. (Malang: Erlangga, 2007), hlm 170-17 

11 Rohiat, Namajemen Sekolah, (Bandung: Refika Aditama, 2009), Hal. 26 
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diartikan sebagai kegiatan menata, mulai dari merencanakan kebutuhan, 

pengadaan, penyimpanan dan penyaluran, pendayagunaan, pemeliharaan, 

penginventarisan dan penghapusan serta penataan lahan, bangunan, perlengkapan, 

dan perabot sekolah serta tepat guna dan tepat sasaran.12 

Sarana dan prasarana merupakan segala bentuk peralatan dan fasilitas yang 

terdapat di sekolah untuk dapat dimanfaatkan dalam segala kegiatan proses belajar 

mengajar sehingga tercapai tujuan utama dalam penelitian. Keberadaan sarana dan 

prasarana merupakan faktor penting penunjang keberhasilan belajar, tanpa adanya 

sarana dan prasarana pendukung maka sulit bagi pengajar untuk dapat 

mengimplementasikan materi pelajaran menjadi sebuah gambaran yang ril. 

b. Jenis-Jenis Sarana dan Prasarana Pendidikan 

Sarana pendidikan merupakan salah satu fondasi utama untuk mencapai tujuan 

pendidikan. Menurut Permendikbud no 24 tahun 2007, sarana adalah 

perlengkapan yang diperlukan untuk menyelenggarakan pembelajaran yang dapat 

dipindah-pindah serta prasarana adalah fasilitas dasar yang diperlukan untuk 

menjalankan fungsi satuan pendidikan. Standar sarana dan prasarana pada 

tingkatan sekolah menengah atas dan madrasah aliyah adalah sekurang-kurangnya 

memiliki prasarana sebagai berikut: 

1. ruang kelas, 

2. ruang perpustakaan, 

3. ruang laboratorium biologi, 

4. ruang laboratorium fisika, 

5. ruang laboratorium kimia, 

                                                             
12 Sobri, Pengelolaan Pendidikan. (Yogyakarta: Multi Pressindo, 2009), hlm 61 
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6. ruang laboratorium komputer, 

7. ruang laboratorium bahasa, 

8. ruang pimpinan, 

9. ruang guru, 

10. ruang tata usaha, 

11. tempat beribadah, 

12. ruang konseling, 

13. ruang UKS, 

14. ruang organisasi kesiswaan, 

15. jamban, 

16. gudang, 

17. ruang sirkulasi, 

18. tempat bermain/berolahraga.  

Sarana dan sarana pendidikan adalah segala sesuatu yang dapat dipakai 

sebagai alat/media dalam mencapai maksud atau tujuan. Menurut Bafadal, 

ditinjau dari Studi Implikasinya dengan Proses Belajar Mengajar jenis sarana dan 

prasarana adalah sebagai berikut: 

1) Dilihat dari habis tidaknya dipakai, ada dua macam sarana pendidikan, yaitu 

sarana pendidikan yang habis dipakai dan sarana pendidikan tahan lama.  

a) Sarana pendidikan yang habis dipakai adalah segala bahan atau alat yang 

apabila digunakan bisa habis dalam waktu yang relatif singkat. Contoh, 

kapur tulis, beberapa bahan kimia untuk praktik guru dan siswa. Selain itu, 

ada sarana pendidikan yang berubah bentuk, misalnya kayu, besi, dan 
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kertas karton yang sering digunakan oleh guru dalam mengajar. Contoh: 

pita mesin ketik atau komputer, bola lampu, dan kertas. 

b)  Sarana pendidikan tahan lama adalah keseluruhan bahan atau alat yang 

dapat digunakan secara terus menerus dan dalam waktu yang relatif lama. 

Contohnya bangku sekolah, mesin tulis, atlas, globe, dan beberapa 

peralatan olah raga. 

Sarana pendidikan yang habis pakai hendaknya dikelola dengan sebaik 

mungkin dengan adanya catatan persediaan barang, sehingga barang yang akan 

habis dapat segera terpenuhi apabila dibutuhkan, sedangkan sarana pendidikan 

yang tahan lama tentunya dapat dijaga kesesuaian fungsinya, sehingga dapat 

dipergunakan dalam jangka waktu yang panjang. 

2) Dilihat dari wujudnya sarana ada yang berupa perangkat keras (hardware) 

seperti alat-alat praktikum dan media pendidikan. Ada juga yang berupa 

perangkat lunak (software) misalnya kurikulum, bahan atau program yang 

harus dipelajari, dan pedoman belajar.13 

Sarana yang berupa perangkat keras dapat dikelola dengan memanfaatkannya 

secara seksama dan perlu adanya pemeliharaan agar sarana tersebut dapat terus 

digunakan, adapun untuk perangkat lunak pengelolaannya dilakukan dengan 

selalu menyiapkan back up atau pengganti atas perangkat tersebut, karena 

perangkat lunak cenderung mudah rusak apabila sering digunakan. 

Sarana pendidikan dibedakan menjadi tiga macam bila ditinjau dari Studi 

Implikasinya dengan proses belajar mengajar, yaitu: alat pelajaran, alat peraga, 

dan media pengajaran. 

                                                             
13 Bafadal, Ibrahim, Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah Dasar,(Bumi Aksara. 

Jakarta,2003), hlm  
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1) Alat pelajaran adalah alat yang digunakan secara langsung dalam proses 

belajar mengajar. Misalnya buku, alat tulis, dan alat praktik. 

2) Alat peraga adalah alat pembantu pendidikan dan pengajaran, dapat berupa 

perbuatan-perbuatan atau benda-benda yang mudah memberi pengertian 

kepada siswa berturut-turut dari yang abstrak sampai dengan yang konkret. 

Misalnya OHP dan PROJEKTOR  . 

3) Media pengajaran adalah sarana pendidikan yang digunakan sebagai perantara 

dalam proses belajar mengajar, untuk lebih mempertinggi efektivitas dan 

efisiensi dalam mencapai tujuan pendidikan. Ada tiga jenis media, yaitu media 

audio, media visual, dan media audio visual. 

Prasarana pendidikan adalah alat yang secara langsung digunakan untuk 

proses belajar mengajar, seperti ruang teori, ruang perpustakaan, ruang praktik 

keterampilan, dan ruang laboratorium. Sedangkan menurut Suharsimi Arikunto 

bahwa yang termasuk ke dalam klasifikasi prasarana pendidikan adalah: 

1) Bangunan sekolah (tanah dan gedung) yang meliputi: lapangan, halaman 

sekolah, ruang kelas, ruang guru, kantor, ruang praktek, ruang tamu, ruang 

Kepala Madrasah , ruang perpustakaan, laboratorium, mushala, dan kamar 

kecil. 

2) Perabot sekolah, yang meliputi: meja guru, meja murid, kursi, lemari, rak 

buku, sapu, dan kotak sampah.14 

Sarana dan prasarana pendidikan serta semua fasilitas pendidikan hendaknya 

memberikan kontribusi yang berarti pada jalannya proses pendidikan, sehingga 

perlu pengelolaan dengan dengan baik. Sarana dan prasarana pendidikan perlu 

                                                             
14 Suharsimi Arikunto, Prosedur penelitian : Suatu Pendekatan Praktik.( Jakarta : Rineka 

Cipta.2010),hlm 136 
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dijaga keberlangsungannya agar senantiasa mendukung jalannya pross 

pendidikan. Adanya sarana dan prasarana dalam pendidikan akan sangat 

membantu keberhasilan pendidikan. 

c. Dasar Hukum Sarana dan Prasarana Pendidikan 

Dasar hukum sarana dan prasarana di sekolah secara hierarkis dapat 

dikemukakan sebagai berikut: 

1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 

yang menerangkan:  

a) Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan 

Prasana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan dengan 

pertumbuhan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan 

intelektual, sosial, emosional dan kejiwaan peserta didik (pasal 45). 

b)  Ketentuan mengenai penyediaan sarana dan prasarana pendidikan pada 

semua satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih 

lanjut dengan peraturan pemerintah. 

2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, pasal 42 ayat (1) “Setiap satuan 

pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan 

pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis 

pakai, serta perlengkapan lain yang diperlakukan untuk menunjang proses 

pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. 

Pasal 42 ayat (2) menyatakan “Setiap satuan pendidikan wajib memiliki 

prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, 

ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang 
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bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat 

berolahraga, tempat beribadah.15 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 Tanggal 23 

Mei 2007, Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan. 

Dasar dan Menengah sebagai berikut: 

1) Sekolah/Madrasah menetapkan kebijakan program secara tertulis mengenai 

pengelolaan Sarana Prasarana. 

2) Program pengelolaan Sarana Prasarana mengacu pada standar Sarana 

Prasarana dalam hal: 

a) Merencanakan, memenuhi dan mendayagunakan sarana prasarana 

pendidikan. 

b) Mengevaluasi dan melakukan pemeliharaan sarana prasarana agar tetap 

berfungsi mendukung proses pendidikan. 

c)  Melengkapi fasilitas pembelajaran pada setiap tingkat kelas di 

sekolah/madrasah. 

d) Menyusun skala prioritas pengembangan fasilitas pendidikan sesuai 

dengan tujuan pendidikan dan kurikulum masing-masing tingkat. 

e) Pemeliharaan semua fasilitas fisik dan peralatan dengan memperhatikan 

kesehatan dan keamanan lingkungan. 

3)  Seluruh program pengelolaan sarana prasarana pendidikan disosialisasikan 

kepada pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik. 

4) Pengelolaan sarana prasarana sekolah/madrasah: 

                                                             
15 Martinis Yamin, Profesionalisasi Guru dan Implementasi KTSP,(Jakarta: Gaung 

Persada Press,2008), hlm 83-8 
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a) Direncanakan secara sistematis agar selaras dengan pertumbuhan kegiatan 

akademik dengan mengacu pada standar sarana prasarana.  

b) Dituangkan dalam rencana pokok (master plan) yang meliputi gedung dan 

laboratorium serta pengembangannya. 

5) Pengelolaan perpustakaan sekolah/madrasah perlu: 

a) Menyediakan petunjuk pelaksanaan operasional peminjam buku dan bahan 

pustaka lainnya 

b) Merencanakan fasilitas peminjaman buku dan fasilitas pustaka lainnya 

sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan pendidik 

c) Membuka pelayanan minimal enam jam sehari pada hari kerja.  

d) Melengkapi fasilitas peminjaman antar perpustakaan, baik internal 

maupun eksternal. 

e) Menyediakan pelayanan peminjaman dengan perpustakaan dari 

sekolah/madarasah lain, baik negeri maupun swasta. 

6) Pengelolaan laboratorium dikembangkan sejalan dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi serta dilengkapi dengan manual yang jelas 

sehingga tidak terjadi kekeliruan yang dapat menimbulkan kerusakan. 

7)  Pengelolaan fasilitas fisik untuk kegiatan ekstrakurikuler disesuaikan dengan 

perkembangan ekstrakurikuler peserta didik dan mengacu pada standar sarana 

prasarana.16 

Beberapa dasar hukum di atas dapat dipahami bahwa dasar hukum manajemen 

sarana prasarana pendidikan adalah setiap sekolah/madrasah wajib memiliki 

                                                             
16 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 Tanggal 23 mei 2007, 

Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. 
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sarana prasarana dan dikelola sesuai dengan standar pengelolaan sarana prasarana 

pendidikan. 

2) Tujuan, Prinsip dan Fungsi Manajemen Sarana dan Prasarana 

a. Tujuan Manajemen Sarana Prasarana Pendidikan 

Manajemen sarana dan prasarana bertugas mengatur dan menjaga sarana dan 

prasarana pendidikan agar dapat memberikan kontribusi secara optimal dan berarti 

pada jalannya proses pendidikan.17 Pada dasarnya manajemen sarana dan 

prasarana pendidikan memiliki tujuan sebagai berikut:  

1) Menciptakan sekolah atau madrasah yang bersih, rapi, indah, sehingga 

menyenangkan bagi warga sekolah atau madrasah. 

2) Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai baik secara kualitas maupu 

kuantitas dan relevan dengan kepentingan dan kebutuhan pendidikan.18  

Secara umum tujuan manajemen perlengkapan sekolah adalah memberikan 

layanan secara profesional di bidang sarana dan prasarana pendidikan dalam 

rangka terselenggaranya proses pendidikan secara efektif dan efisien. Secara rinci, 

tujuannya sebagai berikut: 

1) Untuk mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan melalui 

sistem perencanaan dan pengadaan yang hati-hati dan saksama, diharapkan 

semua perlengkapan yang didapatkan oleh sekolah adalah sarana dan 

prasarana pendidikan yang berkualitas tinggi, sesuai dengan kebutuhan 

sekolah dan dengan dana yang efisien. 

                                                             
17 E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah Konsep, Strategi, Dan Implementasi, 

(Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya, 2007),hlm 5 

18 Siti Farikhah, Manajemen Lembaga Pendidikan, (Temanggung: Aswaja Pressindo, 

2015), hlm. 83 
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2) Untuk mengupayakan pemakaian sarana dan prasarana sekolah secara tepat 

dan efisien. 

3) Untuk mengupayakan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, sehingga 

keberadaannya selalu dalam kondisi siap pakai dalam setiap diperlukan oleh 

semua personel sekolah.19  

b. Prinsip Manajemen Sarana dan Prasarana 

Beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam mengelola sarana dan 

prasarana pendidikan di sekolah yaitu: 

1) Prinsip pencapaian tujuan, yaitu bahwa sarana dan prasarana harus selalu 

dalam kondisi siap pakai. 

2) Prinsip efisiensi, yaitu bahwa pengadaan sarana dan prasarana harus dilakukan 

melalui perencanaan yang seksama, sehingga dapat diadakan sarana dan 

prasarana yang baik dengan harga murah dan pemakaiannya dengan hati-hati 

sehingga mengurangi keborosan. 

3)  Prinsip administratif, yaitu manajemen sarana dan prasarana harus selalu 

memperhatikan undang-undang, peraturan, intruksi dan petunjuk teknis yang 

diberlakukan. 

4) Prinsip kejelasan tanggung jawab, yaitu adanya personil yang diberi 

tanggungjawab untuk mengelola sarana dan prasarana pendidikan. 

5)  Prinsip kekohesifan, yaitu bahwa manajemen sarana dan prasarana harus 

direalisasikan dalam bentuk proses kerja yang sangat kompak. Berdasarkan 

uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan adanya prinsipprinsip 

                                                             
19 Ibrahim Bafadal, Manajemen Perlengkapan Sekolah Teori dan Aplikasinya, (Jakarta: 

Bumi Aksara, 2004), hlm. 43 
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tersebut pengelolaan sarana prasarana pendidikan di sekolah dapat berjalan 

secara efektif dan efisien.20 

Prinsip manajemen sarana prasarana adalah menata, mulai dari merencanakan 

kebutuhan, pengadaan, penyimpanan dan penyaluran, pemeliharaan, 

pengiventarisan dan penghapusan serta penataan lahan, bangunan, perlengkapan, 

dan perabot sekolah secara tepat guna dan tepat sasaran.21  

Dalam mengelola sarana dan prasarana pendidikan, terdapat beberapa prinsip 

yang perlu diperhatikan agar tujuan bisa tercapai dengan maksimal. Prinsip-

prinsip tersebut menurut Bafadal adalah : 

1) Prinsip pencapaian tujuan, yaitu sarana dan prasarana pendidikan di sekolah 

harus selalu dalam kondisi siap pakai apabila akan didaya gunakan oleh 

personil sekolah dalam rangka pencapaian tujuan pembelajaran di sekolah. 

2) Prinsip efisiensi, yaitu pengadaan sarana dan prasarana di sekolah harus 

dilakukan melalui perencanaan yang seksama, sehingga dapat diakdakan 

sarana dan prasarana pendidikan yang baik dengan harga yang 

murah.Demikian juga pemakaiannya harus dengan hati-hati sehingga 

mengurangi pemborosan. 

3) Prinsip administratif, yaitu manajemen sarana dan prasarana pendidikan di 

sekolah harus selalu memperhatikan UU, peraturan, instruksi, dan petunjuk 

teknis yang diberlakukan oleh pihak yang berwenang. 

4) Prinsip kejelasan tanggung jawab, yaitu manajemen sarana dan prasarana 

pendidikan di sekolah harus didelegasika kepada personel sekolah yang 

                                                             
20 Ibid, 87 

21 Sutikno, Sobry, Manajemen Pendidikan Langkah Praktis Mewujudkan Lembaga 

Pendidikan Yang Unggul. (Lombok: Holistica, 2012) hlm 86 



25 

 

 

mampu bertanggung jawab, apabila melibatkan banyak personil sekolah 

dalam manajemennya, maka perlu adanya deskripsi tugas dan tanggung jawab 

yang jelas untuk tiap personil sekolah. 

5) Prinsip kekohesifan, yaitu manajemen sarana dan prasarana pendidikan di 

sekolah harus direalisasikan dalam bentuk proses kerja sekolah yang sangat 

kompak. 

c.  Fungsi Manajemen Sarana dan Prasarana 

Ada beberapa fungsi operasional dari manajemen sarana prasarana, yaitu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Perencanaan/ analisis kebutuhan  

Perencanaan merupakan sebuah proses pertama ketika hendak melakukan 

pekerjaan, baik dalam bentuk pemikiran maupun kerangka kerja agar tujuan yang 

hendak dicapai mendapat hasil yang optimal.22 Perencanaan dilakukan untuk 

mengetahui kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan pada suatu unit kerja di 

perlukan data dan informasi tentang sarana dan prasarana pendidikan, baik sarana 

dan prasarana yang ada di lapangan maupun yang seharusnya ada sesuai ketentuan 

                                                             
22 Irjus Indrawan, Pengantar Manajemen Sarana dan Prasarana Sekolah, (Yogyakarta: 

Deepublish, 2015), hlm. 3 

Manajemen Sarana Prasarana 

Perencanaan 

Pengadaan 

distribusi 

Penginventaris

asian 

Pemeliharaan 

Penghapusan 



26 

 

 

yang berlaku. Analisis merupakan kegiatan membandingkan antara data yang ada 

di lapangan dengan data yang seharusnya ada menurut pembakuan sarana dan 

prasarana pendidikan hasil analisis akan bertumpu pada dua informasi, yaitu 

informasi tentang ada kesusaian dan tidak ada kesesuaian, maka ada dua 

kemungkinan yaitu sarana dan prasarana keadaanya kurang atau keadaanya 

berlebih. Jika keadaan sarana dan prasarana kurang maka hal ini berarti ada 

kebutuhan terhadap sarana dan prasarana pendidikan. Selain didasarkan kepada 

kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan sesuai keadaan data pada masa lalu 

dan masa kini, perencanaan sarana dan prasarana pendidikan juga dapat di 

lakukan berdasarkan data pada masa yang akan datang sebagai hasil proyeksi.23 

2) Pengadaan  

Pegadaan merupakan kegiatan untuk menyeiakan semua keperluan pelaksaan 

tugas.24 Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan adalah kegiatan penyediaan 

semua jenis sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan dalam rangka 

mencapai tujuan pendidikan. Pengadaan merupakan proses kegiatan mengadakan 

sarana dan prasarana yang dapat di lakukan dengan cara-cara, membeli, 

menyumbang, hibah dan lain-lain. Pengadaan sarana dan prasarana dapat 

berbentuk pengadaan buku, alat, perabot, dan bangunan.  

Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan pada umumnya melalui prosedur 

sebagai berikut: 

a)  Menganalisis kebutuhan dan fungsi sarana dan prasarana. 

                                                             
23 Matin dan Nurhattati Fuad, Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan: Konsep 

dan Aplikasinya, (Rajawali Pers: Jakarta, 2016), hlm. 7-17 

24 Saihudin, Manajemen Institusi Pendidikan, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 

2018), hlm. 40 
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b)  Mengklasifikasikan sarana dan prasarana yang dibutuhkan 

c) Membuat proposal pengadaan sarana dan prasarana yang ditujukan kepada 

pemerintah bagi sekolah negeri dan pihak yayasan bagi swasta. 

d) Bila disetujui maka akan di tinjau dan di nilai kelayakan untuk mendapat 

persetujuan dari pihak yang dituju. 

e) Setelah di kunjungi dan di setujui maka sarana dan prasarana akan di kirim ke 

sekolah yang mengajukan permohonan pengadaan sarana dan prasarana 

tersebut.25 

3) Pendistribusian  

Sarana pendidikan, khususnya buku baik buku pelajaran maupun buku bacaan 

adalah salah satu sarana pendidikan yang sangat penting untuk mencerdaskan 

kehidupan bangsa. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah dari dahulu 

hingga kini telah banyak mengadakan penerbitan, pembelian, dan sekaligus 

menyalurkan buku-buku, baik buku pelajaran maupun buku perpustakaan. 

Pendistribusian atau penyaluran merupakan kegiatan yang menyangkut 

pemindahan barang dan tanggung jawab pengelolaannya dari instansi yang satu 

dengan instansi yag lain.26 Di dalam madrasah penyaluran barang disesuaikan 

dengan kebutuhan guru, keperluan kegiatan belajarmengajar, serta perkantoran. 

4) Pengiventarisasian  

Inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan adalah kegiatan pencatatan atau 

pendaftaran barang-barang milik lembaga (sekolah) ke dalam suatu daftar 

inventaris barang secara tertib dan teratur menurut ketentuan dan tatacara yang 

                                                             
25Matin dan Nurhattati Fuad, Op. Cit, hlm. 21  

26 Saihudin, Op.Cit.,hlml. 42 
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berlaku. Inventarisasi sarana prasarana pendidikan dapat dikatakan sebagai 

kegiatan pencatatan seluruh sarana prasarana pendidikan yang ada di madrasah 

supaya dapat terawasi dan terkontrol secara rinci sehingga memudahkan apabila 

suatu saat diperlukan. Barang inventaris madrasah adalah semua barang milik 

Negara (yang dikuasai sekolah) baik yang diadakan/ dibeli melalui dana dari 

pemerintah, komite sekolah dan masyarakat, maupun yang di peroleh sebagai 

pertukaran, hadiah atau hibah serta hasil usaha pembuatan sendiri sekolah guna 

menunjang kelancaran proses belajar mengajar.27  

5)  Pemeliharaan  

Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan adalah suatu kegiatan yang 

kontinu untuk mengusahakan agar sarana dan prasarana pendidikan yang ada tetap 

dalam keadaan baik dan siap digunakan.28  

Kegiatan setelah proses pengadaan adalah pencatatan, penyimpanan, dan 

pemeliharaan sarana pendidikan. Pemeliharaan merupakan kegiatan terus menerus 

untukmengusahakan agar barang tetap dalam keadaan baik dansiap pakai. Maka 

barang-barang tersebut perlu dirawatsecara baik dan terus menerus untuk 

menghindarkanadanya unsur-unsur pengganggu atau perusaknya. Dengan 

demikian kegiatan rutin untuk mengusahakan agar barang tetap dalam keadaan 

baik dan berfungsi baik pula disebut pemeliharaan atau perawatan. 

6) Penghapusan  

Penghapusan sarana dan prasarana pendidikan adalah merupakan proses 

kegiatan yang bertujuan untuk mengeluarkan atau menghilangkan sarana dan 

                                                             
27 Matin dan Nurhattati Fuad, Op. Cit., hlm. 55 

28 Saihudin, Op.Cit., hlm. 43 
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prasarana pendidikan dari daftar  inventaris barang karena sarana dan prasarana 

tersebut sudah dianggap tidak berfungsi sebagaimana yang diharapkan terutama 

untuk kepentingan pelaksanaan pembelajaran di madrasah.29 

Penghapusan sarana dari daftar inventaris berfungsi untuk mencegah atau 

mengurangi kerugian yang lebih besar, mengurangi pemborosan biaya, 

meringankan beban kerja inventarisasi dan membebaskan tanggung jawab satuan 

organisasi terhadap suatu barang atau sarana pendidikan. Penghapusan dapat 

melalui penjualan, tukar menukar barang, dihibahkan atau dibakar. 

2. Mutu Pendidikan 

1. Pengertian Mutu Pendidikan 

Mutu mempunyai pengertian yang sangat beragam dan mengimpilkasikan hal-

hal yang berbeda pada masing-masing orang. Mutu dalam bahasa arab artinya 

“baik”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mutu adalah ukuran, baik buruk 

suatu benda, taraf atau derajat (kepandaian, kecerdasan, dan sebagainya). Secara 

istilah mutu adalah kualitas memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Dengan 

demikian mutu adalah tingkat kualitas yang telah memenuhi atau bahkan dapat 

melebihi dari yang diharapkan. Gasperzy menerangkan bahwa konsep mutu 

memiliki banyak definisi yang berbeda dan bervariasi, dari yang konvensional 

sampai yang modern menjelaskan bahwsa mutu adalah segala sesuatu yang 

mampu memenuhi keinginan atau kebutuhan pelanggan. Namun demikian, 

konsep dasarnya, mutu segala sesuatu yang dapat diperbaiki karena pada dasarnya 

                                                             
29 Matin dan Nurhattati Fuad, Op. Cit,, hlm. 127 



30 

 

 

adalah tidak ada proses yang sempurna.30 Definisi mutu/ kualitas, menurut Arcaro 

dalam Suprihatiningsih yaitu segala sesuatu yang diperbaiki.31  

Mutu diartikan sebagai ukuran dari produk atau kinerja pelayanan terhadap 

satu spesifikasi pada satu titik waktu tertentu. Sementara ada yang mengartikan 

mutu sebagai keseluruhan sifat dan karakteristik dari sebuah atau pelayanan yang 

menghasilkan produk-produk untuk dapat memuaskan kebutuhan yang diberikan. 

Di sini mutu dimulai dan di akhiri dengan adanya karakteristik produk atau 

pelayanan. Mutu mengimplikasikan hal-hal yang berbeda pada masing-masing 

orang. Sebuah alasan yang paling mungkin dalam memahami karakter mutu yang 

membingungkan tersebut adalah bahwa ia merupakan sebuah gagasan yang 

dinamis. Kekuatan emosi dan moral yang dimiliki mutu membuatnya menjadi 

sebuah gagasan yang sulit untuk diseragamkan. Mutu merupakan suatu ide yang 

dinamis bukan yang kaku. Beberapa konsekuensi praktis yang signifikan sehingga 

memunculkan perbedaan-perbedaan makna mutu. Oleh karena itu membutuhkan 

pembahasan komprehensif berkaitan dengan definisi mutu.32 

Definisi relatif tersebut memandang mutu bukan sebagai suatu atribut produk 

atau layanan, tetapi suatu yang dianggap berasal dari produk atau layanan 

tersebut. Mutu dapat dikatakan ada apabila sebuah layanan memenuhi spesifikasi 

yang ada. Mutu merupakan sebuah cara yang menentukan apakah produk terakhir 

sesuai standar atau belum. Definisi relatif tentang mutu memiliki dua aspek, 

                                                             
30 Popi Sopiatin, Manajemen Belajar Berbasis Kepuasan Siswa, (Bogor: Ghalia 

Indonesia, 2010), hlm, 3 

31 Suprihatiningsih, Perspektif Manajemen Pembelajaran Program Keterampilan, 

(Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm. 56 

32 Dr. H. Kemas Imron Rosadi, M.Pd, Manajemen Kinerja dan Penjaminan Mutu 

Pendidikan (Teori dan Praktik), (Jambi: Pascasarjana UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020) 
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pertama adalah menyesuaikan diri dengan spesifikasi. Kedua adalah memenuhi 

kebutuhan pelanggan. Cara pertama, penyesuaian diri terhadap spesifikasi sering 

disimpulkan sebagai sesuai dengan tujuan dan manfaat. Kadang kala definisi ini 

sering dinamai definisi produsen tentang mutu. Mutu bagi produsen bisa di 

peroleh melalui produk atau layanan yang memenuhi spesifikasi awal yang telah 

ditetapkan dalam gaya yang konsisten. Para produsen menunjukkan bahwa mutu 

memiliki sebuah sistem, yang biasa disebut sistem jaminan mutu (quality 

assurance sistem), yang memungkinkan roda produksi menghasilkan 

produkproduk yang secara konsisten, sesuai dengan standar atau spesifikasi 

tertentu. Sebuah produk dikatakan bermutu selama produk tersebut secara 

konsisten sesuai dengan tuntutan pembuatnya.33 

Dapat pula dikatakan bahwa mutu adalah sesuatu yang tinggal di dalam 

produk atau pelayanan sebagai suatu jaminan ukuran setelah produksi atau hasil 

yang dirancang atau dikontrol dan mutu tercurah pada pemenuhan standar 

nasional pendidikan dimana Standar Nasional Pendidikan menyatakan bahwa 

Standar kompetensi lulusan pada Satuan Pendidikan Jenjang menengah umum 

difokuskan pada: 

1. persiapan Peserta Didik menjadi anggota masyarakat yang beriman 

dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak muiia; 

2. penanaman karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila; dan 

                                                             
33 Dr. H. Kemas Imron Rosadi, M.Pd, Manajemen Kinerja dan Penjaminan Mutu 

Pendidikan (Teori dan Praktik), (Jambi: Pascasarjana UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020) 
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3. pengetahuan untuk meningkatkan kompetensi Peserta Didik agar dapat 

hidup mandiri dan mengikuti Pendidikan lebih lanjut.34  

Hal-hal yan perlu diperhatikan dalam peraihan mutu, yaitu 

1) Meraih mutu merupakan proses yang tidak kenal akhir. 

2) Perbaikan mutu merupakan proses yang berkesinambungan. 

3) Peningkatan mutu memerlukan kepemimpinan dari anggota dewan 

madrasahdan administrative. 

4) Prasyarat mutu adalah adanya pelatihan seluruh warga madrasah.35 

Mutu dalam pendidikan dapat dilihat dari segi relevansinya dengan kebutuhan 

masyarakat, dapat tidaknya lulusan dapat melanjutkan ke jenjang selanjutnya 

bahkan sampai memperoleh suatu pekerjaan yang baik, serta kemampuan 

seseorang didalam mengatasi persoalan hidup. Mutu pendidikan dapat ditinjau 

dari kemanfaatan pendidikan bagi individu, masyarakat dan bangsa atau Negara. 

Secara spesifik ada yang melihat mutu pendidikan dari segi tinggi dan luasnya 

ilmu pengetahuan yang ingin dicapai oleh seseorang yang menempuh pendidikan. 

Dalam konteks pendidikan, mutu mengacu pada proses dan hasil pendidikan. Pada 

proses pendidikan, mutu pendidikan berkaitan dengan bahan ajar, metodologi, 

sarana dan prasarana, ketenagaan, pembiayaan, lingkungan dan sebagainya. 

Namun pada hasil pendidikan, mutu berkaitan dengan prestasi yang dicapai 

sekolah dalam kurun waktu tetentu yang dapat berupa tes kemampuan akademik, 

                                                             
34 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 tahun 2022 Tentang Perubahan PP Nomor 57 

Tahun 2021 

35 Nur Zazin, Gerakan Menata Mutu Pendidikan, (Yogyakarta: AR-Ruzz Media, 2011), 

hlm. 54-55 



33 

 

 

seperti ulangan umum, raport, ujian nasional, dan prestasi non-akademik seperti 

dibidang olah raga, seni atau keterampilan.36 

Dikatakan pula bahwa dalam konteks pendidikan, pengertian mutu mengacu 

pada masukan, proses, keluaran, dan dampaknya. Adapun penjelasannya yaitu:  

1) Mutu masukan dapat dilihat dari kondisi baik atau tidaknya masukan sumber 

daya manusia, seperti Kepala Madrasah , guru, laboran, staf, dan siswa. 

Memenuhi atau tidaknya criteria masukan material berupa alat peraga, buku-

buku, kurikulum, sarana prasarana, dan lain-lain. Memenuhi atau tidaknya 

perangkat lunak pendidikan, seperti peraturan, struktur oeganisasi dan 

deskripsi kerja. Mutu masukan yang berupa harapan, seperti visi, motivasi, 

ketekunan serta cita-cita. 

2) Mutu proses meliputi kemampuan sumber daya sekolah mentransformasikan 

multijenis masukan dan situasi untuk mencapai derajat nilai tambah tertentu 

bagi siswa. Seperti, kesehatan, kedisipilinan, kepuasan, keakraban, dan lain-

lain. 

3) Mutu keluaran, yakni hasil pendidikan dipandang bermutu jika mampu 

melahirkan keunggulan akademik (nilai) dan ekstrakurikuler (aneka jenis 

keterampilan) pada peserta didik yang dinyatakan lulus untuk satu jenjang 

pendidikan atau menyelesaikan program pembelajaran tertentu.37 

Mutu pendidikan tidak hanya berada pada unsur masukan (input), tetapi juga 

proses, kinerja Sumber Daya Manusia yang mengelola, kreatifitas dan 

                                                             
36 Choirul Fuad Yusuf, Budaya Sekolah dan mutu Pendidikan. (Jakarta: PT.Pena 

Citrasatria, 2008) hlm 21 

37 Sudarwan Danim, Visi Baru Manajemen Sekolah (Dari Unit Birokrasi Ke Lembaga 

Akademik). (Jakarta: PT. Bumi Aksara 2008), hlm 53 
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produktifitas meraka, terutama unsure keluaran atau lulusan (output) agar dapat 

memuaskan dan memenuhi harapan serta kebutuhan masyarakat sebagai 

pelanggan pendidikan. Dengan menggunakan konsep sistem maka input, proses, 

dan output yang ada dalam pendidikan memiliki hubungan yang saling 

mempengaruhi untuk dapat mencapai kepuasan dan memenuhi kebutuhan 

masyarakat. 

Adapun prinsip-prinsip dalam peningkatan mutu pendidikan, antara lain: 

1)  Kepemimpinan yang professional dalam bidang pendidikan. 

2)  Adanya komitmen pada perubahan.  

3) Para professional pendidikan sebaiknya dapat membantu para siswa dalam 

mengembangkan kemampuan-kemampuan yang dibutuhkan guna bersaing 

didunia global. 

4) Mutu pendidikan dapat diperbaiki jika adanya administrator, guru, staf, 

pengawas sebagai professional pendidikan mengembangkan sikap yang 

terpusat pada kepemimpinan, team work, kerja sama, akuntabilitas, dan 

rekognisi.38 

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam usaha 

peningkatan mutu seluruh elemen yang ada dalam suatu organisasi ikut terlibat 

serta memiliki tugas, visi, misi yang sama. Prinsip peningkatan mutu pendidikan 

sangat membutuhkan kepemimpinan yang profesional, komitmen pada perubahan, 

profesional pendidikan serta adanya administratro, guru, staf dan pengawas yang 

profesional. 

2. Kriteria-kriteria Mutu Pendidikan 

                                                             
38 Nana Syaodih Sukmadinata dkk, Pengendalian Mutu Pendidikan Sekolah Menengah 
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Geotsch dan Davis dalam Husaini Usman yang di kutip oleh Sohiron 

mengatakan ada 10 kompeten dalam pelaksanaan MMTP sebagai 

berikut39: 

1) Fokus kepada kepuasan pelanggan. Baik pelanggan internal maupun 

pelanggan eksternal. 

2) Obsesi terhadap mutu. Pelanggan menentukan mutu, dengan mutu 

organisasi terobsesi memenuhi yang diinginkan pelanggan  

3) Pendekatan ilmiah. Pendekatan ini diperlukan untuk mendesain 

pekerjaan, proses pengambilan keputusan dengan demikian data lapangan 

sangat diperlukan dalam menyusun patok duga, memantau prestasi dan 

melaksanakan perbaikan. 

4) Komitmen jangka panjang. MMTP merupakan paradigma baru, untuk 

itu dibutuhkan budaya sekolah yang baru pula. Komitmen jangka panjang 

sangat diperlukan guna mengadakan perubahan budaya agar penerapan 

MMTP dapat terlaksana dengan baik. 

5) Kerja sama tim (teamwork). MMTP menerapkan kerja sama tim, 

kemitraan dijalin dan dibuka baik antar warga sekolah maupun luar 

sekolah. 

6) Perbaikan sistem secara terus menerus. Sistem perlu terus menerus 

diperbaiki agar mutu dapat meningkat. 

7) Pendidikan dan pelatihan. Sekolah yang menerapkan MMTP, 

pendidikan dan pelatihan merupakan faktor yang mendasa, dengan 

                                                             
39 Sohiron, Administrasi dan Supervisi Pendidikan, (Pekanbaru: Kreasi Edukasi, 2015) 
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demikian pendidikan dan pelatihan setiap guru dan staf tata usaha akan 

meningkat keterampilan teknisnya. 

8) Kebebasan yang terkendali. Keterlibatan dan pemberdayaan guru dan 

staf tatusaha dalam pengambilan keutusan dan pemecahan sangat penting 

karena dapat meningktkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap 

keputusan yang dibuat serta dapat memperkaya wawasan dan pandangan 

dalam suatu keputusan. 

9) Kesatuan tujuan. Agar penerapan MMTP diterapkan dengan baik maka 

sekolah harus memiliki kesatuan tujuan yang jelas, dengan demikian setiap 

usaha dapat diarahkan pada semua tujuan yang sama. 

10) Adanya keterlibatan dan pemberdayaan guru dan staf tata usaha. 

Usaha dalam melibatkan guru dan staf tata usaha mempunyai manfaat 

sebagai berikut: pertama, dapat menghasilkan keputusan yang baik, dan 

perbaikan yang lebih efektif karena mencakup pandangan dan pemikiran 

dari pihak yang langsung berhubungan dengan situasi kerja. Kedua, 

meningkatkan “rasa memiliki” dan tanggung jawab atas keputusan dengan 

melibatkan orang yang harus melaksanakan. 

3. Peningkatan Mutu Pendidikan 

Untuk meningkatkan mutu pendidikan kita perlu melihat dari banyak sisi. 

Telah banyak pakar pendidikan mengemukakan pendapatnya tentang faktor 

penyebab dan solusi mengatasi kemerosotan mutu pendidikan di lndonesia. 

Dengan masukan ilmiah ahli itu, pemerintah tak berdiam diri sehingga tujuan 

pendidikan nasional tercapai. Dalam Standar Nasional Pendidikan atau disingkat 

SNP adalah standar atau kriteria minimal terkait sistem pendidikan yang 
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diselenggarakan di Indonesia. Ada 8 indikator Standar Nasional Pendidikan yang 

telah ditetapkan oleh pemerintah. Seluruh 8 standar pendidikan tersebut berlaku 

bagi seluruh instansi pendidikan yang ada di Indonesia, mulai dari pendidikan 

dasar, menengah, hingga pendidikan program kesetaraan seperti Kejar Paket A, B, 

dan C.  

Menurut BSNP, delapan standar dikembangkan dan ditetapkan untuk 

mengukur, mengevaluasi, menilai mutu pendidikan, yang hasilnya akan menjadi 

acuan untuk menyusun program peningkatan mutu pendidikan. Mengingat kondisi 

pendidikan di Indonesia yang sangat beragam, SNP dipastikan bukan untuk 

penyeragaman tetapi justru untuk mengakomodir keberagaman, agar pendidikan 

tetap dalam standar mutu sehingga setiap satuan pendidikan memiliki kesempatan 

yang sama dalam mendapatkan pendidikan bermutu. Ada delapan standar yang 

harus dipenuhi oleh satuan pendiidkan untuk mencapai mutu pendidikan. 

Kedelapan standar tersebut tertuang dalam PP Nomor 19 Tahun 2005 yang 

kemudian terdapat beberapa perubahan yang tertuang dalam PP Nomor 32 Tahun 

2013 dan PP Nomor 13 Tahun 2015. Komponen-komponen setiap standar 

tertuang dalam beberapa peraturan menteri. 

a. Standar Kompetensi Lulusan  

Standar kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan 

luluan yang berkaitan dengan sikap, pengetahuan dan keterampilan.9 

Tujuan dari rumusan dalam standar kompetensi lulusan adalah sebagai 

acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian 

pendidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana 

dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Standar 
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kompetensi lulusan merupakan tujuan akhir dari serangkaian standar 

dalam SNP lainnya. SKL tentunya harus mengacu pada sumber daya 

manusia yang seperti apa yang diharapkan setelah mengikuti pendidikan 

sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Standar kompetensi lulusan 

telah tertuang dalam Peraturan Pemendikbud Nomor 20 Tahun 2016 

tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah. 

Dalam Permendikbud tersebut, standar kompetensi lulusan terdiri atas 

kriteria kualifikasi kemampuan peserta didik yang diharapkan dapat 

dicapai setelah menyelesaikan masa belajarnya di satuan pendidikan pada 

jenjang pendidikan dasar dan menengah. 

Ketercapaianannya dilakukan dengan adanya kegiatan monitoring 

dan evaluasi untuk memastikan apakah lulusan pada tingkat satuan 

pendidikan telah sesuai dengan standar kompetensi lulusan. Kegiatan 

monitoring dan evaluasi harus dilakukan secara berkala yang hasilnya 

akan menjadi input dalam penyempurnaan standar kompetensi lulusan 

berikutnya. Dalam komponen standar kompetensi lulusan terdapat tiga 

dimensi yaitu sikap, pengetahuan dan keterampilan. Ketiga dimensi ini 

membentuk satu kesatuan yang utuh dalam peserta didik. Standar 

kompetensi lulusan pada dimensi sikap ialah peserta didik memiliki 

perilaku yang mencerminkan sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan 

YME, berkarakter, jujur, dan peduli, bertanggung jawab, pembelajar 

sejati sepanjang hayat, dan sehat jasmani dan rohani yang sesuai dengan 

dengan perkembangan anak yang cakupan lingkungannya disesuaikan 

dengan cakupan pendidikan pada setiap tingkat mulai dari lingkungan 
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keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, 

negara, kawasan regional, dan internasional. 

b. Standar Isi  

Standar isi merupakan kriteria mengenai ruang lingkup materi dan 

tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan 

jenis pendidikan tertentu (Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 

tentang Perubahan PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan). Pengaturan mengenai standar isi tertuang dalam 

Permendikbud Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan 

Dasar dan Menengah. Standar isi disesuaikan dengan substansi tujuan 

pendidikan nasional yang dijabarkan dalam domain sikap spiritual dan 

sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Standar isi dikembangkan 

untuk menentukan kriteria ruang lingkup dan tingkat kompetensi yang 

sesuai dengan kompetensi lulusan yang dirumuskan pada standar 

kompetensi lulusan, yakni sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ruang 

lingkup materi dirumuskan berdasarkan kriteria muatan wajib yang 

ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, konsep 

keilmuan, dan karakteristik satuan pendidikan dan program pendidikan. 

Standar isi dijabarkan sesuai dengan mata pelajaran dengan mengacu 

pada standar kompetensi lulusan.  

c.  Standar Proses  

Standar proses merupakan kriteria mengenai pelaksanaan 

pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar 

kompetensi lulusan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 
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tentang Perubahan PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan. Ketentuan mengenai standar proses telah teruang dalam 

Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan 

Dasar dan Menengah. Dalam standar proses dijelaskan bahwa proses 

pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, 

inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk 

berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, 

kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan 

perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. 

d. Standar Penilaian  

Standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai mekanisme, 

prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik (Peraturan 

Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan PP nomor 19 

Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan). Pengaturan mengenai 

standar penilaian diatur dalam Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 

tentang Standar Penilaian Pendidikan. Di dalam Permendikbud tersebut 

disebutkan bahwa penilaian pendidikan pada pendidikan dasar dan 

pendidikan menengah terdiri atas pertama, penilaian hasil belajar oleh 

pendidik yang bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi proses, 

kemajuan belajar, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara 

berkesinambungan.  

Bentuk penilaian oleh pendidik dapat berupa penilaian hasil belajar 

dalam bentuk ulangan, penugasan, dan atau bentuk lain yang hasilnya 

digunakan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik, 
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memperbaiki proses pembelajaran, serta menyusun laporan kemajuan 

siswa. Kedua, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan yang 

bertujuan untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk 

semua mata pelajaran, dilakukan melalui ujian sekolah sebagai penentuan 

kelulusan dari satuan pendidikan. Selain itu, penilaian oleh satuan 

pendidikan digunakan untuk penjaminan mutu dengan menetapkan 

kriteria ketuntasan minimal serta kriteria kenaikan kelas. Ketiga, 

penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Penilaian hasil belajar oleh 

pemerintah bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan 

secara nasional pada mata pelajaran tertentu berbentuk ujian nasional 

atau bentuk lain yang hasilnya digunakan untuk pemetaan mutu, 

pertimbangan seleksi masuk ke jenjang berikutnya, pembinaan dan 

pemberian bantuan untuk meningkatkan mutu pendidikan. 

e. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan  

Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria 

mengenai pendidikan prajabatan dan kelayakan maupun mental, serta 

pendidikan dalam jabatan (Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 

tentang perubahan PP nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan). Pendidik adalah guru sebagai pemegang peran penting 

dalam kegiatan pembelajaran, sedangkan tenaga kependidikan pada 

tingkat pendidikan dasar dan menengah terdiri dari pengawas sekolah, 

kepala sekolah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga 

laboratorium. Standar pendidik dan tenaga kependidikan tertuang dalam 

berbagai peraturan diantaranya:  
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1) Permendiknas Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar 

Pengawas Sekolah/Madrasah yang berisikan mengenai 

kualifikasi serta standar kompetensi yang harus dimiliki 

oleh pengawas yaitu kompetensi kepribadan, supervisi 

manajerial, supervisi akademik, evaluasi pendidikan, 

penelitian dan pengembangan, serta kompetensi sosial.  

2) Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar 

Pengawas Sekolah/Madrasah yang berisikan mengenai 

kualifikasi serta standar kompetensi yang harus dimiliki 

oleh kepala sekolah yaitu kompetensi kepribadan, 

manajerial, kewirausahaan, supervisi, serta sosial.  

3) Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 Standar Guru yang 

berisikan mengenai kualifikasi serta standar kompetensi 

yang harus dimiliki oleh guru yaitu kompetensi pedagogik, 

kepribadian, sosial, dan profesional.  

4) Permendiknas Nomor 24 Tahun 2008 tentang Standar 

Tenaga Administrasi Sekolah/ Madrasah yang berisikan 

mengenai kualifikasi serta standar kompetensi yang harus 

dimiliki oleh tenaga administrasi sekolah yaitu kompetensi 

kepribadian, sosial, teknis, dan manajerial.  

5) Permendiknas Nomor 25 Tahun 2008 tentang Standar 

Tenaga Perpustakaan Sekolah/ Madrasah yang berisikan 

kualifikasi serta standar kompetensi yang harus dimiliki 

tenaga perpustakaan yaitu kompetensi manajerial, 
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pengelolaan informasi, kependidikan, kepribadian, sosial, 

serta pengembagan profesi.  

6) Permendiknas Nomor 26 Tahun 2008 Standar Tenaga 

Laboratorium Sekolah/Madrasah tenaga laboratorium harus 

memliki kualifikasi akademik yang sesuai serta empat 

kompetensi utama yaitu kompetensi kepribadian, sosial, 

administratif, dan profesional. 

f. Standar Sarana dan Prasarana  

Standar sarana dan prasarana adalah kriteria mengenai ruang 

belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, 

laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan 

berekreasi serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang 

proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan 

komunikasi.40  

Setiap tingkat satuan pendidikan memiliki kriteria minimum yang 

berbeda sesuai dengan kebutuhan setiap jenjang seperti pengaturan 

mengenai jumlah minimal yang dapat dilayani dari tingkat SD minimal 

enam rombongan belajar sampai tingkat SMP dan SMA minimal tiga 

rombongan belajar. Lahan dan bangunan pun harus sesuai dengan standar 

termasuk standar keselamatan, kesehatan, aksesibilitas, kenyamanan, 

keamanan, kekuatan bangunan yang harus bisa bertahan paling tidak 20 

tahun, sesuai dengan izin penggunaan, serta persyaratan lainnya. Satuan 

                                                             
40 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan PP Nomor 19 Tahun 

2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 
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pendidikan setidaknya harus memiliki ruang kelas, perpustakaan, 

laboratorium IPA, ruang pimpinan, ruang guru, ruang beribadah, ruang 

UKS, jamban gudang ruang sirkulasi, tempat bermain atau berolahraga, 

ruang konseling, ruang tata usaha, ruang organisasi kesiswaan, 

laboratorium biologi, fisika, kimia, komputer, bahasa, ruang praktik 

teknis. Masing-masing berbeda kebutuhannya sesuai dengan tingkat 

pendidikan. 

g. Standar Pembiayaan  

Standar pembiayaan adalah kriteria mengenai komponen dan 

besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu 

tahun. Pengaturan mengani standar biaya operasional tertuang dalam 

Permendiknas Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi 

Nonpersonalia Tahun 2009 untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah 

(SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah 

(SMP/MTS), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), 

Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan Sekolah 

Menengah Atas Luar Biasa (SMALB). 

Standar biaya operasi nonpersonalia adalah standar biaya yang 

diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi nonpersonalia selama satu 

tahun sebagai bagian dari keseluruhan dana pendidikan agar satuan 

pendidikan dapat melakukan kegiatan pendidikan secara teratur dan 

berkelanjutan sesuai SNP. Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya 

investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Biaya investasi satuan 
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pendidikan sebagaimana dimaksud di atas meliputi biaya penyediaan 

sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal 

kerja tetap. Biaya personal sebagaimana dimaksud pada di atas meliputi 

biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa 

mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Biaya 

operasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud di atas meliputi: gaji 

pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat 

pada gaji, bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya operasi 

pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, 

pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, 

pajak, asuransi, dan lain sebagainya. 

h. Standar Pengelolaan  

Standar Pengelolaan adalah kriteria mengenai perencanaan, 

pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan 

pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai 

efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.41 Pengaturan 

mengenai standar pengelolaan tertuang dalam Permendiknas Nomor 19 

Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan yang meliputi 

perencanaan program, pelaksanaan rencana kerja, pengawasan dan 

evaluasi, kepemimpinan sekolah/madrasah, sistem informasi manajemen, 

serta penilaian khusus yaitu keberadaan sekolah/madrasah yang 

pengelolaannya tidak mengacu kepada SNP dapat memperoleh 

                                                             
41 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan PP Nomor 19 Tahun 

2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 
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pengakuan pemerintah atas dasar rekomendasi BSNP. Dalam hal ini, 

delapan standar diatas adalah standar mutu pendidikan nasional yang 

ahrus dicapai oleh satudan pendidikan. Pada Pasal 1 ayat (2) 

Permendikbud Nomor 59 tahun 2012 dinyatakan bahwa Badan 

Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disebut BAN-

S/M adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program  

dan  satuan  pendidikan  jenjang pendidikan dasar dan menengah jalur 

formal dengan  mengacu  pada  Standar  Nasional Pendidikan. 

Sekolah yang akan diakreditasi, sebelum menghadapi evaluasi 

yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Sekolah maka melalui Evaluasi 

Diri Sekolah (EDS). EDS yang dilakukan di Indonesia merupakan wujud 

komitmen untuk menjamin bahwa setiap satuan pendidikan  pada  jalur  

formal  melakukan penjaminan mutu pendidikan bertujuan untuk 

memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan yang dilakukan 

secara bertahap, sistematis dan terencana. Sistem pengembangan dan 

peningkatan mutu pendidikan harus dibangun dan dikembangkan secara 

nasional dalam upaya meningkatkan daya saing, citra dan akuntabilitas 

publik. Akreditasi merupakan rangkaian proses dan sistem  

mengumpulkan,  menganalisis  dan melaporkan data  mengenai kinerja  

satuan pendidikan Selanjutnya, dalam persfektif makro banyak faktor 

yang mempengaruhi mutu pendidikan, diantaranya faktor kurikulum, 

kebijakan pendidikan, fasilitas pendidikan, aplikasi teknologi informasi 

dan komunikasi dalam dunia pendidikan, khususnya dalam kegiatan 

proses belajar mengajar, aplikasi metode, strategi dan pendekatan 
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pendidikan yang mutakhir dan modern, metode evaluasi pendidikan yang 

tepat, biaya pendidikan yang memadai, manajement pendidikan yang 

dilaksanakan secara profesional, sumberdaya manusia para pelaku 

pendidikan yang terlatih, berpengetahuan, berpengalaman dan 

profesional.42 

Masukan ilmiah yang disampaikan para ahli dari negara-negara yang berhasil 

menerapkannya, seperti Amerika Serikat, Australia, Kanada, Selandia Baru dan 

Singapura selalu memunculkan konsep yang tidak selalu bisa diadopsi dan 

diadaptasi. Karena berbagai macam latar yang berbeda. Situasi, kondisi, latar 

budaya dan pola pikir bangsa kita tentunya tidak homogen dengan negara-negara 

yang diteladani. Malahan, konsep yang di impor itu terkesan dijadikan sebagai 

“proyek” yang bertendensi pada kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, 

artinya, proyek bukan sebagai alat melainkan sebagai tujuan. 

Dalam proses pendidikan guru memiliki peranan sangat penting dan strategis 

dalam membimbing pesserta didik kearah kedewasaan, kematangan dan 

kemandirian, sehingga guru sering dikatakan ujung tombak pendidikan. Dalam 

melaksanakan tugasnya seorang guru tidak hanya menguasai bahan ajar dan 

memiliki kemampuan teknis edukatif tetapi memiliki juga kepribadian dan 

integritas pribadi yang dapat diandalkan sehingga menjadi sosok panutan bagi 

peserta didik, keluarga maupun masyarakat.43 

                                                             
42 Hadis, Abdul dan Nurhayati B,Psikologi dalam Pendidikan. (Bandung: Alfabeta, 

2010) hlm  

43Syaiful Sagala, Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan ( Bandung: 

Alfabeta, 2007), hlm 99 
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Secara umum untuk meingkatkan mutu pendidikan harus diawali dengan 

strategi peningkatan pemerataan pendidikan dimana unsure makro dan mikro 

pendidikan ikut terlibat, untuk menciptakan (Equality dan Equity) mengutip 

pendapat Indra Djati Sidi bahwa pemerataan pendidikan harus mengambil 

langkah sebagai berikut: 

a. Pemerintah menanggung biaya minimum pendidikan yang diperlukan anak 

usia sekolah baik negeri maupun swasta yang diberikan secara individual 

kepada siswa. 

b. Optimalisasi sumber daya pendidikan yang sudah tersedia, antara lain melalui 

double shift (contoh pemberdayaan SMP terbuka dan kelas Jauh). 

c. Memberdayakan sekolah-sekolah swasta melalui bantuan dan subsidi dalam 

rangka peningkatan mutu pembelajaran siswa dan optimalisasi daya tampung 

yang tersedia. 

d. Melanjutkan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Ruang Kelas Baru 

(RKB) bagi daerah-daerah yang membutuhkan dengan memperhatikan peta 

pendidiakn di tiap–tiap daerah sehingga tidak mengggangu keberadaan 

sekolah swasta. 

e. Memberikan perhatian khusus bagi anak usia sekolah dari keluarga miskin, 

masyarakat terpencil, masyarakat terisolasi, dan daerah kumuh.  

f. Meningkatkan partisipasi anggota masyarakat dan pemerintah daerah untuk 

ikut serta mengangani penuntansan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun.44 

Pada hakikatnya mutu pendidikan dapat meningkat dengan adanya kontribusi 

dari berbagai pihak. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan mempunyai andil 

                                                             
44 Sidi Indra Djat,  Menuju Masyarakat Belajar. (Jakarta : Logos.a, 2003) hlm 73 
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dalam menanggung biaya minimum pendidikan. Sumber daya pendidikan perlu 

dioptimalkan dengan bekerjasama dengan sekolahsekolah swasta. selain itu 

upaya-upaya pembangunan terus ditingkatkan dan memberikan perhatian khusus 

bagi anak serta meningkatkan pratisipasi masyarakat untuk mendukung penuh 

program pendidikan. 

3. Peran Sarana dan Prasarana dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan 

Sarana dan prasarana pendidikan merupakan salah satu fondasi utama untuk 

mencapai tujuan pendidikan. Ada lima faktor penting yang harus ada pada proses 

belajar mengajar yaitu: guru, murid, tujuan, materi dan waktu. Jika salah satu 

faktor saja dari faktor tersebut tidak terpenuhi, maka tidak mungkin terjadi proses 

belajar mengajar. Dengan 5 faktor tersebut, proses belajar mengajar dapat 

dilaksanakan walaupun kadang-kadang dengan hasil yang minimal pula. Hasil 

tersebut dapat ditingkatkan apabila ada sarana penunjang, yaitu faktor 

fasilitas/Sarana dan Prasarana Pendidikan. Menurut E. Mulyasa, bahwa: Sarana 

pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan 

dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar, mengajar, seperti 

gedung, ruang kelas, meja kursi, serta alat-alat dan media pengajaran.45 

Pengelolaan sarana dan prasarana itu sangat penting karena pengelolaan 

adalah suatu proses yang dilakukan agar suatu usaha dapat berjalan dengan baik 

dengan mengimplementasikan fungsi-fungsi daripada manajemen, dengan tujuan 

dapat lebih dicapai sesuai dengan yang telah direncanakan. Sarana dan prasarana 

pendidikan merupakan salah satu fondasi utama dalam sistem pendidikan untuk 

mencapai tujuan pendidikan. Berdasarkan orientasi proses belajar mengajar, siswa 

                                                             
45 Mulyasa, E., Manajemen Berbasis Sekolah. Cet.7. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2004) hlm 58 
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harus ditempatkan sebagai subjek belajar yang sifatnya aktif dan melibatkan 

banyak faktor yang mempengaruhi, maka keseluruhan proses belajar yang harus 

dialami siswa dalam kerangka pendidikan di sekolah dapat dipandang sebagai 

suatu sistem, yang mana sistem tersebut merupakan kesatuan dari berbagai 

komponen (input) yang saling berinteraksi (proces) untuk menghasilkan sesuatu 

dengan tujuan yang telah ditetapkan (output). 

Pengelolaan sarana dan prasarana sendiri sebagai faktor yang keberadaan dan 

penggunaannya dirancang sesuai dengan hasil belajar yang diharapkan. Faktor-

faktor ini diharapkan dapat berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan belajar 

yang telah dicanangkan. Sarana dan prasarana juga sering disebut sebagai alat 

pendidikan. Tidak sedikit yang menyebutkan pula sebagai fasilitas pendidikan. 

Sebenarnya, di antara istilah-istilah tersebut tidak ada perbedaan. Jadi, hanya 

berbeda penyebutannya saja. Artinya, sarana dan prasarana pendidikan dapat 

disebut juga sebagai faktor instrumental input atau alat pendidikan atau fasilitas 

pendidikan 

Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan 

sumber belajar pada suatu lingkungan belajar (UU No. 20/2003, Bab I Pasal Ayat 

20). Sementara itu tujuan pembelajaran akan tercapai jika faktorfaktor yang 

mempengaruhinya dioptimalkan secara efektif. Salah satu faktornya adalah 

pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Efektivitas proses pembelajaran 

akan berjalan dengan baik seiring dengan pengelolaan sarana dan prasarana 

didalam pendidikan itu sendiri, hal tersebut tidak terlepas dari bagaimana suatu 

komponen pendidikan terutama guru atau team yang ada pada suatu lembaga 

pendidikan dapat mengelola sarana dan prasrana yang sesuai dengan prosedur 
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pengelolaan yang baik dan benar. Berdasarkan latar belakang penelitian, dan data 

yang telah diperoleh masih banyak kebutuhan sarana dan prasarana yang memang 

belum terpenuhi dan prasarana pendidikan masih kurang memadai, sehingga 

sekolah dituntut untuk mengupayakan sarana dan prasarana pendidikan untuk 

dapat mengimbangi sistem pendidikan itu sendiri, pola pikir dalam penelitian ini 

berfokus ke arah pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan yang meliputi 

perencanaan, pengadaan, inventarisasi, penyimpanan, penataan, penggunaan, 

pemeliharaan, dan penghapusan untuk mengefektifkan proses pembelajaran.  

Dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan sarana dan 

prasarana pendidikan dalam penelitian ini adalah proses pendayagunaan sarana 

dan prasarana sesuai dengan prosedur pendidikan dengan tujuan memberikan 

konstribusi yang berarti pada jalannya proses pendidikan dengan prosedur yang 

harus di lalui dibawah ini: 

a) Perencanaan 

b) Pengadaan 

c) Pendistribusian 

d) Pemeliharaan 

e) Inventarisasi  

f) penghapusan sarana serta prasarana  

Berdasarkan konsep menajemen sarana prasarana diatas,  bisa didapatkan 

bahwa peningkatan mutu pendidikan yang berlandaskan pada standar nasional 

pendidikan yang mana tertuang dalam Peraturan Permerintah, dimana dapat 

ditarik kesimpulan yang harus dicapai oleh sekolah berdasarkan delapan standar 

sebagai berikut: 
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a) Standar Kompetensi Lulusan  

b) Standar Isi  

c) Standar Proses  

d) Standar Penilaian  

e) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan  

f) Standar Sarana dan Prasarana  

g) Standar Pembiayaan  

h) Standar Pengelolaan  

 

B. Tinjauan Kepustakaan 

Ada banyak penelitian yang relevan mengenai masalah yang penulis angkat 

dari berbagai universitas yang ada di Indonesia antara lain sebagai berikut: 

a. Siti Chikmatus S. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa: 1) proses 

manajemen sarana dan prasarana madrasah mencakup kegiatan, antara lain: 

Pengadaan: Membuat agenda, Rapat pengelola sekolah. Adapun terkait 

pendanaan berasal dari DIPA dan komite madrasah. Pendistribusian: langsung 

ke penanggung jawab. Pemeliharaan: ada yang dilakukan setiap 3 bulan dan 6 

bulan. Inventarisasi: dicatat dibuku inventaris dan memberikan kode barang 

inventaris. Penghapusan: belum melakukan penghapusan karena 90% milik 

yayasan. 2) kontribusi komite madrasah terhadap proses manajemen sarana 

dan prasarana meliputi: Pengadaan, pengadaan meubeler kelas baru, 

pelengkapan kaca jendela, penyediaan sarana upacara bendera dan lain-lain. 

Pendistribusian, pemenuhan perlengkapan madrasah, Pemeliharaan, 

pemeliharaan dan renovasi gedung atau kelas yang mengalami kerusakan, 
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pengecatan gedung sekolah,dan lain-lain. Inventarisasi, lebih sebagai 

pengawas dan pemantau. Penghapusan, hanya lebih kepada sebagai pihak 

yang memberikan suara setuju atau tidak serta memberikan beberapa alasan-

alasan lain.46 

b. Rika Megasari (2014, USU Sumatra Utara) melakukan penelitian berjudul 

“Peningkatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pendidikan untuk 

Meningkatan Kualitas Pembelajaran di SMPN 5 Bukittinggi”. Hasil 

penelitian ini menjelaskan bahwa Pengelolaan sarana dan prasarana sangat 

penting karena dengan adanya pengelolaan sarana dan prasarana lembaga 

pendidikan akan terpelihara dan jelas kegunaanya. Dalam pengelolaan pihak 

sekolah bertanggung jawab terhadap sarana dan prasarana terutama Kepala 

Madrasah  yang langsung menangani sarana dan prasarana tersebut. Dan 

pihak sekolah memelihara dan memperhatikan sarana dan prasarana sekolah 

yang sudah ada. Adanya sarana dan prasarana di sekolah, dapat membantu 

siswa dalam belajar dengan maksimal dan seefesien mungkin. Pengelolaan 

sarana dan prasarana yang ada di sekolah, dilakukan dengan Kepala 

Madrasah  dapat merencanakan dan mendata apa saja sarana dan prasarana 

yang digunakan di sekolah tersebut. Jika semua langkah-langkah pengelolaan 

telah berjalan dengan baik seperti yang diharapkan maka akan berdampak 

positif terhadap siswa-siswa dalam proses belajar mengajar dan tercapainya 

tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Maka penyelenggara pendidikan 

baik itu pemerintah, Kepala Madrasah , guru, personil sekolah yang lainnya 

                                                             
46 Siti Chikmatus S, Proses Manajemen Sarana dan Prasarana pada Sekolah yang 

Menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). (Studi Kasus di MAN Kraton Pasuruan), (Tesis 

Tidak Diterbitkan :Universitas Islam Negeri Malang, 2012) 
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maupun masyarakat perlu terus berusaha untuk meningkatkan kualitas 

pendidikan sesuai dengan tuntutan zaman. Perbedaan penelitian Rika 

Megasari (2014) dengan penelitian ini adalah pada aspek pengelolaan sarana 

dan prasarana yang dilakukan oleh Kepala Madrasah , sedangkan penelitian 

ini pengelolaan dilakukan oleh seluruh pengguna sarana dan prasarana, 

sedangkan persamaannya adalah pada upaya meningkatkan kualitas 

pembelajaran.47 

 

 

                                                             
47 Rika Megasari, Peningkatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pendidikan untuk 

Meningkatan Kualitas Pembelajaran di SMPN 5 Bukittinggi, (Tesis Tidak Diterbitkan :USU 

Sumatra Utara, 2014) 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. 

Penelitian ini lebih menekankan kepada interprestasi dari penelitian berdasarkan 

teori-teori yang ada. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman 

yang sifatnya umum terhadap kenyataan social dari perspektif partisipan. Pemahaman 

tersebut tidak dapat ditentukan terlebih dahulu, tetapi diperoleh setelah melakukan 

analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus penelitian, dan kemudian 

ditarik suatu kesimpulan berupa pemahaman umum tentang kenyataan-kenyataan 

tersebut.48 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif 

kualitatif. Sebagai penelitian deskriptif kualitatif, peneliti hanya memaparkan situasi 

atau peristiwa. Tidak mencari hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat 

prediksi. 49 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan di MAN 1 Pekanbaru, JL. Bandeng Kecamatan Marpoyan 

Damai, Kota Pekanbaru. 

                                                             
48 Jalaludin Rahmat, Metode Penelitian Komunikasi, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005). 
49 Ibid. 



56 
 

 

2. Waktu penelitian 

Aktivitas penelitian ini secara keseluruhan Insya Allah akan dilakukan pada 

bulan Februari-Maret 2019. 

C. Sumber Data 

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian meliputi 2 sumber data yaitu 

: 

1. Sumber data Primer 

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber asli 

atau tidak melalui media, sumber data primer dapat berupa opini subjek atau 

orang secara individu atau kelompok.50 Adapun sumber data primer dalam 

penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi mengenai 

Implementasi Manajemen Sarana dan Prasarana Dalam Meningkatkan Mutu 

Pendidikan di MAN 1 Pekanbaru. 

2. Sumber data sekunder 

Data sekunder diperoleh dari data pembantu atau pelengkap. Data sekunder 

diperoleh dari data yang berbentuk laporan, catatan, buku-buku, dan dokumen 

yang ada di MAN 1 Pekanbaru. 

3. Informan Penelitian 

Informan dalam penelitian akan dipilih secara Porposive adalah teknik 

penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Teknik ini bisa diartikan 

sebagai suatu proses pengembalian sampel dengan menentukan terlebih dahulu 

                                                             
50 Burhan Bungin, Analisis Penelitian, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003). 



57 
 

 

jumlah sampel yang hendak diambil, kemudian pemilihan sampel dilakukan 

dengan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu, asalkan tidak menyimpang dari cirri-

ciri sampel yang ditetapkan.51 

Yang menjadi informan peneliti adalah: 

1. Informan kunci merupakan para ahli yang sangat memahami dan dapat 

memberikan penjelasan berbagai hal yang berkaitan dengan penelitian 

dan tidak dibatasi dengan wilayah tempat tinggal, misalnya akademis, 

budayawan, tokoh agama dan tokoh masyarakat. 52Informan kunci 

dalam penelitian ini adalah Kepala Madrasah  dan Waka sarana 

prasarana di MAN 1 Pekanbaru. 

2. Informan pendukung yaitu siapa saja yang ditemukan diwilayah 

penelitian yang diduga dapat memberikan informasi tentang masalah 

yang diteliti. 53Informan pendukung dalam penelitian ini adalah guru 

dan siswa yang ada di MAN 1 Pekanbaru. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis 

menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

1. Wawancara 

                                                             
51 Ibid. 
52 Ardianto Elvinaro,  Metodologi Penelitian Untuk Puplic Relations, (Bandung: Simbiosa 

Rekatama Media, 2010). 
53 Ibid. 
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Wawancara (Interview) adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan 

untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. 54Wawancara ini akan 

dilakukan kepada adalah Kepala Madrasah , Waka Sarana prasarana, guru, dan 

siswa MAN 1 Pekanbaru. 

3. Observasi  

Teknik observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah non-partisipan. 

Teknik observasi non-partisipan yaitu observasi dimana periset tidak 

memposisikan dirinya sebagai anggota kelompok yang diteliti.55 

                                                             
54 Riduwan, Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru-Karyawan dan Peneliti Pemula, 

(Bandung: Alfabeta, 2015). 
55 Ibid. 
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4. Dokumentasi  

Teknik pengumpulan data yang ketiga pada penelitian ini adalah melalui teknik 

dokumentasi, tujuannya untuk melengkapi informasi dalam pengisian data. 

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari 

seseorang.56 

5. Validitas Data 

Untuk menguji valitas data yang telah dikumpulkan, penelitian akan 

menggunakan metode triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan 

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk 

keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data itu. 57 

Triangulasi yang dilakukan adalah memeriksa kebenaran dan keahlian data yang 

diperoleh dari sumber data yang berbeda dan instrument yang berbeda pula. 

Adapun macam-macam triangulasi sebagai berikut: 

1. Sumber  

Sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu 

informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian 

kualitatif, hal itu dapat dicapai dengan membandingkan data hasil pengamatan 

dengan hasil wawancara. 

2. Metode 

                                                             
56 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2011). 
57 Lexy J. Maleong, Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000). 
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Metode adalah mengecek keabsahan data atau mengecek keabsahan temuan 

riset. Metode dapat dilaukan dengan menggunakan lebih dari satu teknik 

pengumpulan data untuk mendapatkan yang sama. 

3. Teori  

Teori adalah seperangkat konstruk (konsep), defenisi dan proposisi yang 

berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematis melalui spesifikasi 

hubungan antar variable, sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan 

meramalkan fenomena. 

Dalam penelitian ini untuk menguji validasi data akan menggunakan sumber 

yaitu membandingkan hasil data penelitian yang diperoleh dari narasumber satu 

kemudian dibandingkan dengan hasil data penelitian dari narasumber lainnya.. 

6. Teknik Analisis Data 

Untuk menganalisis data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode 

Deskripstif Kualitatif. Pendekatan deskriptif ini digunakan karena dalam 

menganalisis data yang dikumpulkan, data tersebut berupa informasi dan uraian 

dalam bentuk prosa yang kemudian dikaitkan dengan data lainnya untuk 

mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran, data berupa penjelasan-

penjelasan bukan dengan angka.58 

                                                             
58 Joko Subagyo, Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktis, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011). 
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Setelah data terkumpul, kemudian dilaksankan pengumpulan data dengan 

metode kualitatif, setelah itu dianalisis secara kualitatif dilakukan dengan 

langkah-langkah sebagaimana dikemukakan oleh Maleong sebagai berikut:59 

1. Klasifikasi data, yakni mengkelompokkan data sesuai dengan topic-

topik pembahasan. 

2. Reduksi data, yaitu memeriksa kelengkapan data untuk mencari 

kembali data yang masih kurang dan mengsampingkan data yang 

kurang relevan. 

3. Deskripsi data, yaitu menguraikan data secara sistematis sesuai dengan 

topik-topik pembahasan. 

4. Menarik Kesimpulan, yaitu merangkum uraian-uraian penjelasan ke 

dalam susuan yang singkat dan padat. 

Berdasarkan langkah-langkah yang dilaksanakan dalam pengolahan data, maka 

analisis data yang dilaksankan dalam peneliatian ini adalah pengelolahan data 

melalui analisis deskriptif kualitatif. Yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-

kata, gambar, dan bukan angka-angka serta dijelaskan dengan kalimat-kalimat 

sehingga data yang diperoleh dapat dipahami maksud dan maknanya.  

                                                             
59 Lexy J. Maleong, Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000). 



 

 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut. 

1. Perencanaan sarana dan prasarana di MAN 1 Pekanbaru dilakukan 

melalui proses yang sistematis dan jelas yaitu identifikasi kebutuhan 

sarana dan prasarana, melakukan inventarisasi, seleksi, penganggaran, 

yang akan dilaksanakan dalam RAPBS. 

2. Pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana di MAN 1 Pekanbaru 

berjalan sesuai rencana. Kepala Madrasah  menyiapkan surat 

keputusan Panitia Pengadaan Sarana dan Prasarana sebagai acuan bagi 

pejabat pengadaan sarana dan prasarana. Pengadaan sarana dan 

prasarana dilakukan dengan dua cara, yaitu dilakukan sendiri dan 

bekerjasama dengan pihak lain yang terkait. 

3. penginventarisasi sarana dan prasarana di MAN 1 Pekanbaru dirinci 

berdasarkan kategori perawatan tinggi seperti aula, lapangan olahraga. 

, masjid dll dan kemudian masuk dalam kategori perawatan mudah dan 

terjangkau. Ia juga menjelaskan tentang inventarisasi sarana dan 

prasarana bahwa setelah pembelian barang, yang kemudian direkap 

oleh bagian administrasi, barang tersebut kemudian diserahkan kepada 

departemen yang menggunakannya dan barang tersebut baik untuk 

penyimpanan maupun perawatan dan pemeliharaannya bertanggung 

jawab.  



 

 

4. Penginventarisan sarana dan prasarana dapat ditarik kesimpulan bahwa 

pendistribusian sarana dan prasarana merupakan kegiatan 

pengangkutan barang dan tanggung jawab dari seorang penanggung 

jawab penyimpanan kepada orang yang membutuhkan barang tersebut. 

Ada tiga hal yang perlu diperhatikan dalam proses pendistribusian, 

yaitu; baik spesifikasi jumlah maupun jenis barang, spesifikasi 

penyimpanan, dan spesifikasi mutu barang yang akan diedarkan dapat 

diajukan.  

5. Pemeliharaan sarana dan prasarana di MAN 1 Pekanbaru dilakukan 

secara rutin, berkala dan berkala. Pemeliharaan gedung dan lembaga 

pendidikan rutin dilakukan oleh petugas kebersihan, sedangkan 

pemeliharaan prasarana khusus dilakukan oleh tenaga profesional 

khususnya untuk melakukan pekerjaan pemeliharaan dan perbaikan 

untuk menunjang proses kegiatan pembelajaran di sekolah. 

6. Penghapusan sarana dan prasarana 

Penghapusan sarana dan prasarana adalah kegiatan di mana sarana dan 

prasarana dibebaskan dari tanggung jawab yang berlaku karena alasan 

yang dapat dimengerti. Penghapusan dilakukan untuk menghindari 

penumpukan barang yang tidak dapat digunakan lagi. Proses 

pemindahan sarana dan prasarana di MAN 1 Pekanbaru  dilakukan 

dalam tahapan tertentu yaitu pemilihan barang yang akan dipindahkan 

dilakukan setiap tahun bersamaan dengan perencanaan kebutuhan 

sarana dan prasarana, kemudian dilakukan pemberitahuan atau laporan 

resmi penghapusan dibuat. 



 

 

Dari hal tersebut, didapatkan bahwa Pengelolaan sarana dan prasarana 

pendidikan di MAN 1 Pekanbaru dapat dikatakan sangat membantu dalam 

meningkatkan kualitas pembelajaran di MAN 1 Pekanbaru. Dengan 

adanya perencanaan, pengadaan, pengaturan, penggunaan dan 

penghapusan sarana dan prasarana pendidikan di MAN 1 Pekanbaru dapat 

dimanfaatkan secara optimal dalam proses pembelajaran. Kesesuaian 

dapat dilihat pada tahapan pengelolaan lembaga dan prasarana pendidikan, 

serta indikator kualitas pembelajaran yaitu: kesesuaian, daya tarik, 

efektivitas, efisiensi dan produktivitas. Perencanaan, pengadaan, 

pengaturan, penggunaan dan pembuangan sarana dan prasarana 

pendidikan telah disesuaikan dengan proses pembelajaran serta 

kelengkapannya, yang merupakan insentif yang kuat sebagai nilai tambah 

bagi MAN 1 Pekanbaru. 

B. SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan sebagai berikut. 

1. Kepada Kepala Madrasah : 

a. Kepala Madrasah  sebagai penanggung jawab harus 

merencanakan pengadaan sarana dan prasarana sekolah 

bersama dengan wakil Kepala Madrasah  dengan 

menetapkan kebutuhan dan melakukan seleksi dengan 

memperhatikan aspek fokus, minat dan sumber 

pembiayaan yang tersedia. 

b. Kepala Madrasah  harus dapat memantau pengadaan 

sarana dan prasarana, harus dilakukan dengan prosedur 



 

 

yang telah ditetapkan sesuai rencana, sehingga diketahui 

tingkat efektifitas dan efisiensinya. 

c. Kepala Madrasah  harus melakukan pemantauan terus 

menerus dengan melihat laporan secara transparan untuk 

menciptakan manajemen yang terbuka. 

2. Ke Dinas Pendidikan 

a. Dinas Pendidikan perlu memantau dan mengevaluasi 

program pengadaan sarana dan prasarana yang belum 

selesai, yang diperlukan untuk perencanaan tahap 

selanjutnya. 

b. Dinas Pendidikan harus mendukung administrasi sekolah 

di bidang sarana dan prasarana dalam merancang tata cara 

penggunaan sarana dan prasarana sekolah sedemikian rupa 

sehingga dapat diikuti oleh semua pengguna. 
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